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KEPALA DESA PLOSOGADEN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PLOSOGADEN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA PLOSOGADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOGADEN,

Menimbang . : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
' Bupati Temanggung Nomor 48 iahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,” Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan

Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa serta  dalam upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu
dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah desa
yang telah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa

. Plosogaden,;
Mengingat - : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);
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10.

11.

Undang‘Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Les -an Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24 ‘ambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5587) s aimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan U 1g-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694); :

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 T'ahun 2014
tentang Pedoman FPembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomc.)r 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organ - dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Berita Negara | lik  Indonesia Tahun 2016
Nomor 6):

13. Peraturan Bupati Temang: 3 Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Ke\\‘enangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung
Tahun 2016 Nomor 21);

Peraturan Bupati Temangung Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2016 Nomer 48);

15. Peraturan Bupati Temangung Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 Nomor 49);

16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411.1/113 Tahun
2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten
Temanggung Tahun 2017;

14.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOGADEN
' dan
KEPALA DESA PLOSOGADEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
’ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PEMERINTAH DESA PLOSOGADEN

BAB I ;
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa Plosogaden.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. |
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Plosogaden.

—

4.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Plosogaden.
6. Camat adalah Camat Candiroto.

7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Plosogaden. . .
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja
- pelaksana kewilayahan pemerintahan de§a. | X0
9. Kepala Dusun merupaken unsur pembantu Kepila Desa yang memimpin

satuan tugas kewilayahan. ;i
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Plosogaden.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Plosogaden.
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Jesa Plosogaden.

13. Anggaran Penda :
adalah rencana xfeautznn dan Belanja Desa yai lanjutnya disingkat APBDesa
gan tahunan Pemerinta i
14. Tanah Kas Desa adalap, U oty
tanah milik des: vano Lo Yol y ”
dan tanah bengkok vang iri dari tanah bondho desa
15. Struktur isasi e
ki ke]gr;iamsam dan Tata Kerja Per. intah esa adalah satu system
agaan dalam Peéngaturan tugas dan si serta hubungan kerja.

16. Hari adalah har kerja.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepale. Pemerintah Desa yvang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

(3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan selaku unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(4) Pelaksana Teknis berkedudukan selaku pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
Pasal 4

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

(2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut

urusan. . |

(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan
yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan.

(4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b memimpin satuan kewilayahan.

(2) Satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dusun.
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(3) Du'sl'.m sebagaimanga dimaksud pada ayat lipimpin oleh Pelaksana
Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

Pasal 6

(1) Pfelaksana Teknis sebagaimana dimaksud da 1 Pasal 3 ayat (2) huruf ¢
disebut seks;.

(2)  Seksi §ebagajmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) yaitu seksi
Peémerintahan, seks; kesejahteraan dan seksi pelayanan.

(3) Masmg-masmg seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Kepala Seks;i.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi pemerintah Desa adalah Desa Swasembada.
(2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 3 (tiga)
urusan dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB 1V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 9

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa memiliki fungsi sebagai berikuyt: A
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan dj desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan

upaya perlindungan masyarakat, administrasj kependudukan, dan

‘penataan dan pengelolaan wilayah; :

‘ melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

b. g
binaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
pen;yarakat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
iancsl ’ ; ‘
 keagamaan, dan ketenagakerjaan;
e I tugas sosialisasi dan motivasi
: , masyarakat, seperti
d.. pemberdayaan

.y konomi, politik, lingkungan hidup
; bidang budaya, e )
.» masYarzka;aCIlll kelluarga’ pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
pember ay
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(1) Sekretaris Desg be

€. menjaga hubungan

Kemitraan ¢ - )
lembaga lainnyg engan lembaga masyarakat dan

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 10

8y, rtugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa memiliki fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

b.  melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penvediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum;

€. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber  pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
Kemasyarakatan Desa; dan

d. melaksanakan urusan peréncanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data
pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

Pasal 11

(1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam, urusan

pelayanan  administrasi pendukung  pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.

(2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala urusan tata usaha dan uraum;
b. K'epala urusan keuangan; dan
c. Kepala urusan perencanaan.

Pasal 12

Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan

yaitu:

a.

o po g

melaksanakan tata naskah;

- melaksanakan administrasi surat menyurat;

melaksanakan pengarsipan; ‘
melaksanakan ekspedisi;
melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
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Kepala urusan keu
huruf b mempunyaj

a.

b
c.
d

penyediaan prasarang peran
menyiapkan rapat;
melaksanakan Pe€ngadministrasian aset;
melaksanakan inventarisasi;
melaksanakan Perjalanan dinas; dan
melaksanakan Pelayanan umum,

gkat desa dan kantor;

Pasal 13

angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu:

melaksanakan Pengurusan administrasi keuangan;
melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
membanty verifikasi administrasi keuangan; dan

melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga Kemasyarakatan desa.

Pasal 14

Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf ¢ mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yaitu:

e

b
C
d

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
menginventarisir data pembangunan; ]
melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 15

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala seksi pemerintahan;
b. Kepala seksi kesejahteraan; dan

c. Kepala seksi pelayanan.

Pasal 16

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2)

huruf a mempunyai fungsi:

a.
b.
(o]

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;

. menyusun rancangan regulasi desa;

melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman

dan ketertiban; :
melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
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Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf b mempunyai fungsi:

a.
b.

melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan

melaksanakan Sosialisasi, motivasi. serta fasilitasi masyarakat di bidang
budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 18

Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud da'am Pasal 15 ayat (2) huruf
€ mempunyai fungsi:

a.

melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat;

meningkatkan upava partisipasi masyarakat; dan

melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Unsur Kewilayahan

Pasal 19

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 mempunyai fungsi:

a.

melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan
dan pengelolaan wilayah;

mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya; dan

melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
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a dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pimpinan
pat dipergunakan sebagai bahan peényusunan laporan
tuk memberikan petunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

P
Plosogaden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung

(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Plosogaden Tahun 2009 Nomor
2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plosogaden.

Ditetapkan di Plosogaden
L r?%da tanggal 8 Mei 2017
‘&> T REPALA DESA PLOSOGADEN

Diundangkan di Temanggung

‘ 1 2017
pada tanggal 8 Mei 20
SEKRETARIS DESA PLOSOGADEN

KECAMATAN CANDIROTO

JASMAN

LEMBARAN DESA PLOSOGADEN TAHUN 2017 NOMOR 3
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PLOSOGADEN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

Bahwa den

serta un :

e tuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan

i gunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan
yarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48

berlakunya peraturan desa Plosogaden Nomor tentang Kedudukan, Susunan
Orgam'sasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Plosogaden,
maka Peraturan Desa Plosogaden nomor 2 tahun 2008 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa
Plosogaden sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

Peraturan Desa Plosogaden Nomor 3 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Plosogaden dimaksudkan
untuk memperkuat kedudukan Desa Plosogaden sebagai kesatuan masyarakat
hukum dalam menyelenggarakan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Desa Plosogaden ini memuat Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa
Plosogaden yang baru berdasarkan Jjenis tingkat perkembangan Desa Plosogaden
sebaagai desa Swasembada dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
Pemerintah Desa yaitu terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal2

Cukup jelas
Pasal 3 :
Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasa] 7
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Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22 :

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA PLOSOGADEN NOMOR 3
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B RS S & WA CLULLLY

Nomor
Tahun

Ba’ggjnv Struktur Organisasi Pemerintah

54 Flosogaden

)17

‘esa Plosogaden

KEPALA
DESA
SEKRETARIS
DESA
I | [ [ I I
KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA \
SEKSI . SEKSI SEKSI URUSAN TATA URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN || EESEJAHTERAAN PELAYANAN USSE%SIAN KEUANGAN PERENCANAAN \
KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA
DUSUN DUSUN DUSUN DUSUN DUSUN DUSUN
KRAJAN DEMPEL I DEMPEL II SINONGKO BANJARAN TEGALTEMU

aor ,".. ;’j:.:\

SN 4

{ 132:1\/ \\_
N Y

Al

< }:I

N\ / "HERI HARIYANTO

\A DESA PLOSOGADEN,
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